
 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Landasan Yuridis alih status kepegawaian pegawai Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK)  ditinjau dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memenuhi syarat dan ketentuan 

Perundang- Undangan dan tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia 

 ( UUD NRI Tahun 1945 )  

2. Prosedur Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi di atur dalam 

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan praturan turunan yakni Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara 

dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai  

Aparatur Sipil Negara. 

B. SARAN 

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka penulis dapat memberikan saran dan 

rekomendasi sebagai berikut : 

1. Pimpinan Komisi Pemberatasan Korupsi agar melakukan proses alih status 

pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan 

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dan turunannya. 
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2. Pimpinan  Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera mengajukan dan 

menetapkan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memenuhi 

syarat dan ketentuan  praturan PerUndang -  Undangan menjadi Aparatur Sipil 

Negara. 
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